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_ Be'. bahnya pa.ra _lgma baru P_oln dara.__
kompone: _An;,i(atan __Pcrang (Angkatan_:

i gehs: ‘memikul kewajiban dan’ ‘t‘ang.gunﬂ_ ;

Jjawab nepara yang sangat berat. Di samping
me!mdunw, mengayosmi., dem meniaga
ketertiban snasvarakas, paksz it ga ditantag

mempel@an prasedur permxala, kepang- '
Latan bary, sirskine organisasi bam,_

!suimr barn serta rule of game { berbaga;
ammn mam) baru yang merujuk pada
(bznk yang ‘telah ada atau yang baru
diadakan), maupurn [ standarisasi
internasional {Resolusx MU PBRB,Universal
Declaration of Human nghts Konven31
Inter‘uauonal dll} yang 51fatnya
dsmaksudkaa memback -up fugas-tugas
profes:ona[:sme polisi ke depan. Dengan
kata lain menuntun polisi dalam
menjalankan tugas-tugasnya agar tidak
berseberangan  dengan  nilai-nilai
kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia.

- Tugas berat yang harus diemban Polri
ke depan, sesungguhnyz membutuhkan
kerja keras bukan hanya untuk pihak Polri
sendiri, namun yang tak kalah pentingnya
bagaimana . membangun  fmage
masyarakat aien public opinion, guna
menepis dan mementahkan serta
merontokkan berbagali justifikasi (alasan
pembenar) negatif yang bernada
memoejokkan institusi Polri selama ini,

LESﬁ BE@@GA? EANGAN BEHUEAT
Nufcahaya Tandang Assega :

-sci{a _1gus. memhenkan gambara’a bagz :_ -
masyarakat bahwa apa vang dilakukan =
_pollSI selama ini tidak febih dari akibat Pol

d:posmkan atau dirug1kan oleh seb_ze

: hampir ttdak.d.lt.emukan di masa orde Bam
_ Amnya sejauhmana pol:m menyelesaskan* o
masaiah. {problem = seivmg) tanpa .

menimbulkan masalah bam hampir- hampsr'
t{dak d:temukan o '

Kesalahan Sejarah Rekayasa Poimk _
..Beberapa hal yang perlu dxcermatx._.
mengapa dimasa Orde Baru mumnya.
polisi bertidak sangat rcprcs:f keras (bukan
tegas) dan dalam menyelesaikan masalah
penuh dengan kekerasan, _penggunaan
senjataapi serta belumuran dengan berbagai |
pelanggaran HAM. Peﬂama, Tnstitusi Polri
d:rempa:!saﬁ dalgm Fuang Angl;atarz_
perang (Angkamn Bersenjata), Dan ini
merupakan kesalahan sejarah yang tidak.
dapat ditelorir dan tidak boleh kembali
terjadi dimasa mcndatang di w1layah_
Republik Indonesia. '
Di negara- nagara maju modern
kepolisian memang merupakan komponen
sipil, Posisi ini sangat penting dalam
membentuk prilaku aparat Polisi menangani
berbagai masalah kamtibmas, berbeda
halnya dengan Polisi Indonesia di masa Orde
Baru. Bagaimana mungkin Polri dapat
bekerjasama dengan pihak INTERPOL
menangani Kasus-kasus intemational seperti
sindikat obot-obai terlarang, money-
laundring (pencucian uang), penggan-
daan uang palsu, cyber crime dsb jika Polri




o "tetap berlaha.n daiam ruzng militer.. .
' ‘Sedangkan p01131 asing hanya mau
':.beker_]asama dengan sipil bukan militer.” 7
The Right Man on The Wro.vzg Place

' '(oran'g yang benar di tempat yang salah)
adalah Julukan yang paling tepat uptuk

" gilekatkdn pada mst;tus: Poin ds masa Or- E

der Bar.

- Predikat ini sesungguhnya mcmbuat Poirt -

babak-belur sckahgus membabak- beluri

: :menyeiesa:kan tugas tugas ‘ala’ Ten;ara'

. Kalauptn ada di ‘antara petugas Polri
yang melakukan cara-cara persuasif (lunak
serta manusia) dinilai tidak efekiif dan
efisien, indisipliner, berbelit-belit serta
mcrcpotkan pihak Polri yang uJung~_
ujungnya justru merugikan ybs. -

Scr_nentg_ra dalam tugas-tugas Ketentaraan,
tindakan represif penuh kekerasan dalam
menumpas gerakan-gcrakan separatis atau
musuh negera mlsa!nya memang sangat

UU.

Kedua, Polri kampzr tidak pemafz
dxdidzk menjadi polas.r profesional. Bahkan
banyak di antara angggota polisi di
lapangan sama ‘sekali tidak memahami
rambu-rambu kepolisian apalagl HAM,
kecuali mencontohi be:rbagal tindakan se-
nior/pendahulunya yang sarat dengan
kekerasan dan pelangggaran HAM.

Para perwira/petinggi Polri yang
dibarapkan menurunkan pendidikan
profesionalisme kepolisian (tidak represif
dan militeristik) mereka ke tingkat bawah
tidak didapatkan. Bukanlah tabun-tahun
pertama pendidikan Kemiliteran di
Magelang sebelum ke Sukabumi? Tidak

akat. “Prilaku pohsx “dalam
melawan spanduk atan omrza' _

tanpa senjatn déngan fernbakan, hampir -
merupakan tontonan scnap har; ketika itu.

diperlukm da:‘; dxlmdungl negara maupun

hieran jika baju mereka polisi, namun
_ pnlakunya fentara. Bak pepatah Order Bam

Macan Eerbuiu Dosnba atau lagu Bmer}/
Bual Semangka Berdaun Sirik.
Dalam konteks pendidikan yang lain,

polisi sesungguhnya dididik bukan sebagai

aparat negara atau aparat kekuasaan teiap:

aparat pei guasa Artinya mereka bekeqa '
unink mengamankan dan meimdm_zg: '

kekuasaan rezim yang ber!mam {Orde
Baru) dengan menghaialkan segala cara.
Kalau- pun ‘ada oknum yang ‘Beér
membang%\ang, knt:s atau élmlaa m
{padahal ‘mungkin benar), maka " segera
dimutasi ke tempat yang pahit, karier
mereka: dibunuh, dibonsai atau cimopot
(mati muda), =

Keﬂga, szﬁmgs: ABRF menglkut:
puia para anggota Polri tidak hanya pada
melakukan problem solving (penyeiesaaan
masalah), ‘melainkan juga lebih pac!a
menjadikan institusi polri sebagax batu
loncatan memperoleh/memegang/
menduduki posisi atau berbagai jabatan
penting/strategis politis kenegaraan, balk di
daerah maupun di pusat, :

Keberhasilan menumpas kejahatar\
sebanyak mungkin, dengan menghalalkan
segalamacam cara pun justru dinilai sebagai
sebuah presiasi atau keharusan politik
vang diharapkan mampu mendongkmk
kepangkatan Polvi dari prajurit ke Perwira
Menengah dan seterusnya menjadi Perwira
Tinggi dalam waktu yang relatif singkat,
termasuk menduduki berbagai jabatan
politis tadi. Struggle for Power (berjuang
demi kekuasaan).

Secara jujur umumnya para petznggx
Polri ketika itu, hampir tidak pernah
mempersoalkan  bagaimana proses
penyelesaian berbagai kasus di lapangan,
apakah sesuai prosedur atau tidak, namun
vang menjadi focus perhatian adalah
seberapa beser hasii yang dicapai.
Tuntutan ini otomatis menyebabkan tin-




dakan para petugas opcrasmna] cenderung
_.-bagamzana merebui perhana;z alasan

“melalu pcnveiesalan dugas- tugas di -

».lapangan. #idak pera’ul: apaﬁ.alz me!anggar

E -_'_pmsednr atai idak. Sementara vang

' mempersoalkan presedur kepolisian,
*..belakangan umumnya hanya dari kalangan

' S masyarakat maha515wa., NGOSILSM lokal
'_..maupnn internasional.serta; lembaga- :

. ;:_.icmbaga donor micrnasmnal ftuipun

" .kecena’ermmaﬂ ‘penilgian: merelm

ok mudz

‘o Aebab!asmz, mnaat

_._friddk Jair . berlebihan. memo;akkan .
kuzgga &zm sanaar szz!u.'_- :

polisiyang
-a’mmm ;

Ambat &an szereoiypmg (penglabclanf y
_penmr;an; vang terkonstruksi-sosial’

- demikian, secara umum masyarakat tidak
dagi melihat jenis tindakan meiawan
< fukum (Rejahatan/pelanggaran) apayang
‘dilgkukan (tanpa. mendiskrimi-nasikan
apakah:polisi atau masyarakat), melainkan
Jineiithai pada siapa pelakunya, yang
peniing pelakunye adelah polisi pasti
‘diniding melanggar HAM, sementara jika
masyarakal memukuli/menganiaye/
“membunykh . polisi, dinilal - bukon
perbuatan metanggar HAM. - -
- - Keempar; Sisten Kesatuen Komendo
- yang sifatnya Tep-Down (dari atas ke
- bawah) adalah parametertama mengukur
‘integritas dan loyolils anggeta Polri
kepada pimpinan maupun institasi
‘(kesaruan) ketika itu. Bukannya peds
Lebenaran prosedur (dalam Keétentaraan
garis komando seperti ini diperlukan,
dibenarkan dan dilindungi UU), dan inj
pula diberlaikukan pada tubuh Polri sebagai
komponen ABRI (tentara).
~..Sementara Polri sekarang sebagai
-komponen sipil sesuai dengan tuntutas dan
konsekuensi fogis memilih bentuk
pemerintanan demokrasi, Polri hendaknya
berpedoman pada garis Bottom-Up
{aspirasi dari bawah ke atas). Like {suka)

catan codislikes (txdak suka} “harus. "
. diimplementasikan, terkecual] pada tugag-
siugas: operasmna} tcrtenw Cyang
“membutuhkan sistem komando {titah

plmpman adalah Uu),- dlmaksudkan agar .

tidak mengacaukan operasxona] ciz
# lapangan S e

I{ehma, Twn’utan Hu!.um, Da]am' :
KUHAP (sebelum: - direvisi) -

‘PENGAKUAN adalah alat bukti utama
.'yang haris d:serahkan Polisi ke I\egaksaan .
:kemudian: ke . Pengadllan Karena:itu:
tidaklah: mcnghcrankan jika petugas Polri: .
“.memaksa seseorang ‘vang-baru’ dtduwar’_
disangka melakukan kejahatan laly.
cdiprkudi, dicopoti. kuku.dan. giginya, ...
-dianiaya, disifsa, dipaksa, diinimidasi
untuk. mengaku; perbuaian yang belun: .

tenty. difekukannya. Istilah ' KIBATA
(Kipas Dulu-Boru Tanya) telah menjadi
lagu wajib Polisi ketika itu (sebagian kini
masih terjadi). Azas praduga tak bersalah
jelas ‘tidak. fagi. diberlakukan. bagi
masyarakat awam. sedangkan bagi orang

‘berpangkat/berpunya azas praduga tak
-bersatah yang selatu dikedepankan dengan

istilah Peduka Toak Berselak).

:Sementara-dengan KUHAP baru,
PENGAEUAMN bukan lagi menjadi alat
bukti utama sebuah-kasus dibawa ke
Pengadilan. Tetapi menyangkal pun adalah
sebuah pengakuan dan harus dicatat dalam
Berita Acara Pemmeriksaan (BAP), bahkan
orang vang ditangkap dan ditahan harus
disampaikan hak-haknya termasuk hak
diam.

Untuk mengungi\ap pelaku sebenamya,
tugas polisi kemudian mencari bukti-bukti
lain sebanyak mungkin yang benar-benar
valid, fair dan akurat yang kemungkinan
dapat menguatkan, bahwa orang vang diam
atau menyangkal tadi benar-benar sehagai
pelaku atau mengarah pada pelaku fain dan
orang yang ditangkap/ditahan tersebut
harus secepatnya dibebaskan.



“Artinyaalat bukti pengakuan dapat
diperoleh ‘nanti “setelah~pada- proses
. pengadilan, apdiah dari pelakunya sendini
“ataukah d;buktxl\an oleh hahm berdasarkan
befhagm alat bukh lain yang diternukan
penyidik.. Ketentuan ketentuan seperii ini
hendaknya terus menerus disosialisasikan
ke aparat hukum Rhususnva kepohs1an
.. maupan masyarakat,
i Sangat i dronis lagi’ adaEah pengetahuan
' :'aparat dalam ‘soal pcnangkapan Dengan
- menggunakan prinsip ketidak’ memptian
-3menangkap ‘pelaky - adalah =snatu
kegagalan sampai lre pimpinan, maka anak
buah: didorong: “untuk - melakukan
.penangkapan :secara cepat (cenderung
membabi buta), tanpa memperhatikan
apakah salah tangkap atau tidaknya
urusan belakeng {(ini di luar tangkap
tangan di TKP), yang penting membawa
omng ke kantor polisi.
+-Kalau dicermati secara saksama, posisi
dan sistem pendidikan-yang diberikan
kepade Polri di masa Orde Baru plus,
sesungguhnys adalah sebuah kesalahon
sgjarak yang bukan hanya mengorbankan
Polri, melainkan mengorbankan semua
institusi di luar penguasa, dalam hal ini
personifikasi Socharto. Melumpuhhan
selurult unsur-unsur di lnar Lembaga
HKepresidenen adalak sebuah keharusan
politit. -
Birokrasi, Teknokrat dan ABRI
(termasuk Poln) sebagai pengejawantahan
enguasa Sochario memang kelihatannya
kuat, namun sesungguhnya tidak lebih
hanya diperalat oleh penguasa Soeharto.
Kalau boleh dikatakan bahwa sesung-
guknyasemua komponen bangsa di masa
ORBA adalah korban-Eorban dari sebuah
sistern perpolitikan yang sakit, jodi-jedian
dan tidak sepatutnva dimiliki oleh sebuah
sistern negara demokrasi mana pun.
Olehk sebab itu, sangatlah wajar jika
para pengamat dan analisis orientalis asing

melthat smtem kepolitikan Indonf:sza dan
berhaga: macam perspektif megnatikan
demokiasi Tarublah Karf D, Jacksor dan

“Lucian W Pye dalam - bulunya- Polmr:al

Power and Communication in Indones*m
melikat pemerintahan Indonesia di’ ‘masa
Orde Baru men;alankan Model Bureau»
cratic " Polity, “Model Buregsicratic
Otoritarian (Dwigh ¥.-King), Model - Pat-
rimonial {Kuiltur Budoya Jewa} pleh
Anderson, Mac Andrews, Willinns Liddle,

‘Herbert Feith, Lance Cestles,  ddam

Swarty, Harold Croues etc, Model Corpo-
ration’ (Philips Smicther) dll e

Dan semua model kepoltikan d1 atas
yang-dapat dipakai-menganalisa mode!
kepolitikan Indonesia di masa Orde Baru,
tidak “satupun di antaranya’ yang
menguatkan ‘Civil Society {masyarakat
sipil}, sebaliknyz melumpuhkan seluruh
kekuatan bangsa (termasuk Poln) kecuali
Lembaga Kepresidenan. Bahkan Samuel P.
Huntington, iimuan kenamaan Harvard
University Amerika, melihat Indonesia di
masa ORBA terjadi pembusukan politik
{political decay), Polri ketika itu tidak lebih
dituntut kuat sekuat TNI dalam memback-
up penguasa Socharto.

Olch karenanya sangatlah tidak fa:r dan
bijak jika kini Polr sepenuhnyz dipojokkan
dan disalahkan begitu saja. Bukankah Polri
juga salah satu korban dan sebuah sistem
jadijadian yang direkayasa secara
sistematis dan terorganisir begitu rapi oleh
penguasa 7. Namun tidak pula berarti Poln
lalu berlindung atau menjustifikasi diri
untuk meneruskan berbagai tindakan-
tindakan represif vang keliru di masa lalu
di belakang kesalahan sejarah tadi.
Melainkan bagaimana Polri dengan
sekuat tenaga melepashan diri untulk tdidak
kembali diperalat oleh penguasa Polisi ke
depan adalsh polisi mandiri (independen)
yang profesional



= _-T d_mgan Masyarakat.

' 'dapal dimakiumi jika’ hingga’ kini ‘masih
meélekat"di benak masyarakat Inaonesxa
. ‘berbagal nads mingur, skepz‘zs, miring,
-memojoﬂﬁan polisi yarzg d:ianmr&an
mzzsyam&at selania inf dalam berbagm
mze&rfof dan Aa_im'a!vad:{an c&’fzfam memfal
nekdot” ocpcm tida

o : ymg ju_mr ‘dan bah& yang jﬂjﬁ?‘ dan bmk: .
- is:zrzyas‘aig'poi:sz tidur dan’ pa!;mg pa!m, R

B polisiidnr pua mgmbuaz k:m susah,
donghol “dan menggerum sea‘mp

) me!ewm’m}:&, @ik Hal dnis tciah pala.... ...

dmcrkuat dengan hasi] poﬂma Ehusas
Tempo z’memf}w“ 3 Juli 2000 menunjukkan
7 7.5% responden tidak percaya pada polisi,
“Madanada seperti’ini tidak dapat
di_sep:elékan begit saja dan herus dieoiinter
dengan melakikan perubahan srrukiar
magpan kulinr yang ‘merugikan institus
Polri secara cepat dan efisien serta benisaha
berlomba dengan percepatan pembentukan
opini burek Polri di tengah masyarzkat.
Bukankah pembentukan public opinion
maupun international opinion citra buriuk
Polri masih ferus berlangsung, ditambah
masih adanya tindakan-tindakan aparat
yang sifatnya kasuistik akibat kebelum-
pahaman mereka akan paradigma baru
Polri, yang akan semakin memojokkan
Polri secara perorangan gmaupun institusi.
Bzhkan masith banyak NGOs/LSM,
Mahasiswa, Masyarakat yang pernah
mengalami kesewenang-wenangan aro-
gansi polisi di masa [aly, hingga pada yang
tidak merasakan pun masih tersusupi
pembentukan opini buruk fadi.
Pemojokan-pemojokan Polri tersebut di
atas bukan berarti tidak mempunyai
konsekuensi tersendiri dalam membentuk
prilake polisi di !apangan, serta
memposisikan aparat kepolisian kini sedang

\éengaeu pada keuga faktor tersebut _
I _.beium dxpahamr masyarakat o
-3'kimsusnya pasca Orde ‘Baru,” ‘kentudian -

“di persimpangan jalan dan membentuk dita -
- 'pozrer/profie Pertama; Pehs: yang
‘cendefung masih tetap arogan‘dan bangga
dengan’ kcJavaan masz lala (Post Power -
'Syndromme} mielakukan perbuatan amoral_ _
dan-represif dalam menyelesaikan tugas,

akibat ‘derongan emosional pribadi
melakukan pembalasan dendam ke

-masyarakat atas tudmgan tadi, dengan -
‘alasan ‘demi mr:mpenahankan harga diri

pnbadz maupun institusi. Kedaa, Polisi

_yang secara ps;koiogls ragu-ragu bemnda}c_ S
akibatidihaniui; -dicekokirasa kc;akuan-j'
dituding: melanggar HAM, ang i:-umum}w o

dapat: dzadnkan dxpecai élmuiasxkan
pc'i";idxlan HAM atau’ dleksekusz massal
Sementara kedua profile polisi semacam ini
harus ditiadakan dan tidak benar dlmlhki
poit51 prc>f<a5ncma§ ke depan . =

Penataran HAM. : B

“Penataran HAM di jajaran Pain yang
dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di
Sulawesi -Selatan kerjzsama MABES
POLRI - UNHCR - DEP. KEHAKIMAN
RI“diharapkan - tidak = sekedar
menghabiskan danae-dana donatur sepenii
UNHCR PBE atav sekedar mencari
popularitas dar prestise serig mencori
justifikasi (alasan pembenar} divi nkan
kekeliruan-kekeliruan pesnyelesainn
tugas-tugas Polri di lapargan, Namun
vang lebih penting vakni adarnya political
will (kemaguan politik) aray pood will
(kemauan baik) bagi Polrl iu sendiri
untuk introspeksi diri dan melakukon
reformasi, perbaikan ciire serta mengikis
habis chknum-oknwm yang setelah ditaiar
HAM dan memahami rambu-rambe
paradigma baru polisi, namun masih saja
melakukan tindakan-tindakan yang
merusak citra Polri.

Sikap keragu-raguan datam bertindak,
seharusnya dijadikan sebagai sebuah pe-



]angaaran dalam kode t.tik atau YU
_yang harus dikenal sank&
-BLkank) pembiaran (dimana schamsnya
'Dehs; bertindak lalu.tidak melakukan
tindakan) termasuk pclangcaran HAM
bahkan. HAM berat-dan sani{smya keras
senajeias N~ 1 o

Merespom Paradngma Baru ;
‘Secara jujur masih dnemukarz bebcmpa
g;_f;h__nogz _Po_in_yang cender_ung merah
telinga. merah muka, kebakaran jenggot
‘menerima HAM. -sebagai sebuah kenvataan
'pahlt ‘yang.harus dnerzmama karena
terpaksa, tidak beriapang dada menerima
. kgitikan, koreksi dari luar apatapi darj dalam
atau bawahan, guna perbalkan citra Polri
ke depan. .. ... :
Misalnya dengan menutup nutupt
borok-borok vang ada di tubuh Polri,
bahkar  masih = terkesan ingin
mempertahankan paradigma fama Polri dan
menganggap HAM sebagai penghambat
tugas-tugas Pelri, dengan dalih terfafu
prosedurer, berbelit-belit, unefisiensi yang
aithirieya memperiambat tugas Polri di
fapangan (memberi peluang bagi si pelaku
dapat mermusnahkan atoy menghilangkan
barang bulil misalnya), membuat polisi
ragu-ragn.  bertindak, . membuai
masyarakat semakin bereni melawan
karena mengeiahul balwa hak-haknya
ditindungi HAM, dil. yang akhirnya akan
membunuh karakier Polri ke depan.
Stipma maupun oknum petinggi Polri
seperti di atas, sudah seharusnya dikikis
habis dari tubub Polri, guna mengembalikan
citra Polrt sebagai polisi profesional yang
berpedoman dan menghargai, melindungi
martabat serta menjunjung tinggi HAM dan
tidak akan pernah ragu dalam menjalankan
wgas,
Keprofesionalan petinggi Polri ke
depan juga sangat dibutuhkan, untuk fidak
menekan bawahan mereka, menghalalian

segala macam cora demi meraih presz‘as,v
sema. Para petinggl Polri pu harusiberani
me!mdww; Serig memperialankan
baiz&mz memberikan pengharpaaa ﬁEpaﬂ’ﬁ
bevahan jika mereka bertugas di iapm}gm
sesuai-prosedu/r ambu mmbu Poirl dan
HAM. - -

harena it tldaklah acill dan bua.k 3xka
perzataran HAM atau sosialisasi paradigma
baru Polri hanya dliatarhan Ecepada tmgkat
_]ajaran Poln mulai dar: bawah hmgna ke
para-pimpinan termasuk para Pérwira
Tinggi Polri, guna mencapai smkron:sasa
seriz kesatuan, pandang dan pemahaman
antara atasan. dan bawahan teniang HAM
dan Paradigma Barn Polri, Sl

--Sebagai contoh, banyak di antara
petugas Polri yang bertindak sudah. sesuai
arosedur di lapangan, namun -dinilai
mengancam posisi pimpinan Polri 63 dagrab
yang bersangkutan, membuat mergka
dimutasi, dipecat dsb. Semua ini terjadi
disinyalir akibat kebelum-pahaman aken
HAM/prosedur vang benar oleh pimpinan
Polri yang bersangkutan.

Polisi Profesional.

Memahamai prosedur polisi profesmnal
secara komprehensii memang 1idakish
mucdah. Minimal beberapa hal penting vang
harus diperhatikan polisi untwk menjadi
polisi profesional diantaranya: menghargai
prinsip-prinsip azas fegafiras (patuh,
tunduk dan taat kepada berbagai aturan
penegakan hukum vang sifatnva khusus
maupun vniversal seperti HAM, 411),
Keperinan (perfu tidak melakukan
kekerasan), Nen-diskriminasi (equatl jus-
fice under law), Kepaniosan {wajar tidak
spanduk dilawan tembakan, terkecuali
terjadi brutalisme, anarkisme, dil yang
sifatnya overmaach/terpaksa/darurat atau
pembelaan dirt/nootwer) serta menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM) dan



'kekuam:z atzm kekemsan

. penggun

] -{szrpg}/kedemmm
o njadxkan HAM sebagai. penuntun
dalam tugas-tugas Polri ke depan sudah
barang tentu menghadapi benyak kendala.
Setain kendaic woril, sasmi-»ps:kaiagzs
Juga kendele kesejahteraan dan materll
Palri, R{ma perbzzr&’mgﬁr antara ki, 21¢
Juta. pmdudaka’m&syamﬁaﬁ yang- forus
dilindungi polisi yang hanya berjumlek
201.743 personil, 30 Lesatuan, 26 Polde,
&6 Jenderal bintang saiu, 21 Fenderaf
bintarg dug, duo orang bintong 3 dan satu
Jenderal Bintany empat, same dengan .
1.832 (sumber : Mabes P@!ﬂ den Ltrbzmg
Kopmpas, 2000). - '

Sementara dl 1egara~ncgara madem
rasio perbandingan polisi dan masyvarakai
yang mameriukan perlindungan 1 : 50-300.
Artinya di Indonesia sangat tidak masuk
akal. Demikian halnya alekast anggaran
pengamanan Polri dalam Anggaran Belanja
Megara dan Anggaran Belanja Daerah
sangat tidak signifikan. Belum lagi
ditambal dengan praktel-praktek KKN
vang masil: terjadi oleh beberapa oknum
Polrt khususnys menyangkut dana-dana
operasional, penyidikan, dli hampir-hampir
tidak diterima oleh petugas lapangan,
kecuali menanda-tangani hlangke kosong

B scnant:asa memperhatakan keientuan bahwa .

- !mnya bila upaya.: ajakaﬁ damai/

'_;.(bcrdasarkan keterangan yang: d:peroleh L

i psnuhs), kurangnya fasilitas sepertimotor/.
_mobilipatroli hanya satu dalam satu - -
_ -_--Kabupaten misalnya, dll ketadak berdayaﬁn '

~Termasuk: -gaji gerta: tun_]anﬁan gabatan]
fangsmnai Polri. yang: ‘sangat minim, ikut

i pulaterkura.shabis d:gunakan mtuktugas-.
' 'tugas operasxonai derm kesuksesan tugas
% dan prestas: Polr;

kadang mf:mbu_at yang |

'_'selebzhrzya_u erﬁmbargarz dengem
Laperasi”. bukan i

harus . berlmdung dibelakang: apoiogl— \
apologi 1adi, lalu tidak melakukaﬁ tugas-
tugasnya dengan baik:- i
Harapan ke depan bagalmana thmmfz
problem solving dari:Polii dibarengi pula
‘dengan peningkaton Lesejahicraan apareat
polisi tentu harus tetap diperjuangkan para
‘petinggi Polriseria Walkdl Polri dan. Wakil
Ra.kyat di Paﬂcmm Indonesxa !

Jangan Dlhﬂjat R

Terus menerus mengfzzgaz’ 995151 t1da§c
iaIu menyelesaikan -masalah, melainkan
bagaimana ..menggugai . Angkatan
Kepolisian. Rl menjadi: Angkatan
Kepolisian yang kuvat serta mampu
menguatkan - pilar-pilar.penopang
profesionalisme.Polri ke depan.

-.BPengan SISHANKAMRATA (Sistemn
Ketahanan dan Keamanan Rakyat Semesta)
masyarakat diharapkan sudah sepatutnya
bersama-sama Polri menjaga kamtibmas
seria berusaha melupakan luka dan dendam
lamz kepada Polri, dengan memberikan
kesempatan kepada mereka “untuk
melepaskan diri dari dosa-dosa masa lalu,
dengan membangun sistesm kemandivian
Polri dan independen dari keberpihakan

'-ianggal ia’ma, s

‘beralasan, Namun
_;&em;kian tidak bmr_ i polisi femudian "



o E(ep &d&' penguam amu lcepefz; in ggw paizm’,.

: sakabazr raés}'ai T

Menud'ng ‘Polr; sebagal satu~satunya
pﬂadosa pels anggar] HAM sangattidak fair,
: a‘:dak eza’z! dmz izdak bz_,ra!s Bui{ankahn
“sermna’ manusm, semua institusi memlillq

‘peliang untuk
g HAM Karena 1tu hendakiah dengan Jemih

R pai:sa, sem'ﬂa imms d;&efmz sm:ksr Iaupa .
o piik Aas:iz Kemudxamadanya sanksa ilebih

; "‘pehs: tentu :adak k‘,blh dari beban otoritas/

_ kcwenangan yang febih besar pada pundak :

Polriifyang’ dzharapkm sebagai suri
fauiadwz, ‘pelindung penegak kaum,
penrgayom danr pembela masyamﬂet
ket;mbanc masyarakat blasa L

Merubah Parad;gma Hukum.. % SRt

Harapan akan perubahan’ demlkian,
sangat refevan dengan pandangan Karl D.
Tackson bahwa anfud membangun sebuah
tetanan hukuem yang baik, ade dua
Komponen yang harus dirombak secera
revolusioner. Pertame; Legal Structure
(strukivr ‘hukumn) meliputi orpanisasi.
pendidikan aparal, sistem rekrutmen, rule
of game dan lain-lain yang berhubungan
dengas perbaikan struktur. Kedua; Logai
Culture (budaya hukum) di antaranya
kesadaran hukum aparat dan masvarakat,
agar masing-masing pihakmentaati,
mematuhi seria menghormati berbagai
aturan hukum yang telah disepakati melaiu;
para wakil rakyat di Parlemen. Artinva

nelakulan pﬁ:langgaran '

'.'pasm mcnuctahul ﬁa}. dan méwéijan_

masmg—masmg meskipun haru& mencian pil

'.-sfmcmre dan iegal c.zdfme tem; :
_'semud h" sspcrt; membahk:{an

ketika plhaknya mcmang salah (daic.m':';jds'isi
yang melanggar aturan/HAM), dalam Tangka
Perbaikan Citre Pelri di Mata Ma.sg;am!sm
Indone_s_m “maupun . di - Dunia
Internasional, demi Penguatan Civil So-
ciety guna mewujudkan Cléan Govemmem’
dan Goeod Governance Re_'form in Indcme—
sia (Pemerintahan” yang Bersihidan
Pembaruan Tata Pemerintahan yang’ Balk r:h

Indonesxa) Semoca, Amn

Penul;s RS :

Dra. Nurcahaya Tandanz Assegaf SmH%a
MSi.- '
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{(FORDEMIS) Sulsel e
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